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RINGKASAN 

 

 

Menteri ATR/KaBPN RI menerbitkan Permen ATR/KaBPN RI No. 5 Tahun 2020 

sebagai pengganti Permen ATR/KaBPN RI Nomor 9 Tahun 2019 yang mulai 

berlaku sejak diundangkannya pada Tanggal 08 April 2020, Permen tersebut 

diterbitkan bukan tanpa alasan, hal ini karena mempertimbangkan peningkatan 

pelayanan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan dalam 

rangka pelayanan publik, serta untuk menyesuaikan perkembangan hukum, 

teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Selain itu penerbitan Permen ATR/KaBPN 

RI No. 5 Tahun 2020 tidaklah tanpa dasar hukum, penerbitan Permen ini 

merupakan wujud dari amanat Pasal 13 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1996, serta Pasal 

40 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997. Implementasi dari Permen ATR/KaBPN RI 

No. 9 Tahun 2019 yang kemudian dicabut dengan Permen ATR/KaBPN RI No. 5 

Tahun 2020 adalah dengan diluncurkannya Sistem Aplikasi Pelayanan HT-el pada 

Tanggal 05 September 2019 oleh Kementerian ATR/BPN RI, yang mana Sistem 

Aplikasi Pelayanan HT-el ini dapat dipergunakan oleh beberapa pihak, yaitu: 

Kantor Pertanahan, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan Kreditur (Pihak 

Bank/Permodalan), serta berlaku secara wajib untuk dilaksanakan pada Tanggal 

08 Juli 2020. Sehingga sejak diberlakukannya penggunaan Sistem Aplikasi 

Pelayanan HT-el ini terbukti dapat mempercepat proses kegiatan pelayanan Hak 

Tanggungan, sebagaimana data yang telah tercatat bahwa total Sertipikat HT-el 

yang telah diterbitkan dari Tanggal 05 Septemter 2019 sampai dengan Tanggal 21 

Maret 2024 adalah sebebesar 3.418.706 Sertipikat HT-el, dengan total nilai 

pengikatan sebesar Rp. 3.549.846.754.036.043, serta melibatkan 3.991 Pihak 

Bank/Permodalan di seluruh Indonesia. 

 
Namun kegiatan pelayanan HT-el dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari 

berbagai permasalahan, salah satunya yaitu: cukup besarnya Sertipikat HT-el yang 

terbit tanpa melalui proses pemeriksaan berkas pendaftaran oleh Pejabat yang 

berwenang, yang mulai dari Tanggal 05 Sepetember Tahun 2019 sampai dengan 

Tanggal 21 Maret Tahun 2024 terdapat 43.325 Sertipikat HT-el yang terbit tanpa 

melalui proses pemeriksaan berkas pendaftaran oleh Pejabat yang berwenang. 

Permasalahan tersebut terjadi bukan tanpa sebab, hal ini karena Sistem Aplikasi 

Pelayanan HT-el dapat menerbitkan secara otomatis Sertipikat HT-el di hari ke 7 

(tujuh) sejak hari pertama berkas didaftarkan, meskipun tanpa melalui proses 

pemeriksaan berkas pendaftaran oleh Pejabat yang berwenang, serta Pejabat yang 

berwenang dianggap telah memberikan persetujuan dan/atau pengesahan atas 

terbitnya Sertipikat HT-el, hal ini didasarkan atas penerapan Pasal 14 ayat (1) 



Permen ATR/KaBPN RI No. 5 Tahun 2020. Terlebih lagi, di hari ke 7 (tujuh) 

sejak hari pertama berkas HT-el didaftarkan, maka Sistem Aplikasi Pelayanan 

HT-el dapat mencantumkan TTE Pejabat yang berwenang secara otomatis sebagai 

alat autentikasi dan verifikasi atas diterbitkannya Sertipikat HT-el tanpa melalui 

proses penginputan passphrase oleh Pejabat yang berwenang, hal ini sebagaimana 

tertuang pada Pasal 16 ayat (1) Permen ATR/KaBPN RI No. 5 Tahun 2020, 

sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) tersebut, maka sudah dapat 

dipastikan Sertipikat HT-el yang terbit tanpa melalui proses pemeriksaan berkas 

pendaftaran oleh Pejabat yang berwenang akan secara otomatis dicantumkan TTE 

Pejabat yang berwenang oleh Sistem Aplikasi Pelayanan HT-el, hal ini 

dikarenakan TTE Pejabat yang berwenang merupakan bagian dan satu kesatuan 

dari Sertipikat HT-el 

 

Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk menganalisis keabsahan Sertipikat Hak 

Tanggungan Elektronik (HT-el) tanpa melalui proses pemeriksaan berkas 

pendaftaran dan penginputan passphrase Tanda Tangan Elektronik (TTE) oleh 

Pejabat yang berwenang, serta menganalisis tanggungjawab hukum bagi Pejabat 

yang berwenang yang tidak melakukan proses pemeriksaan berkas pendaftaran 

dan penginputan passphrase Tanda Tangan Elektronik (TTE) terhadap Sertipikat 

Hak Tanggungan Elektronik (HT-el). 

 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat 

preskriptif alanalitis dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan 

(statute approach) dan pendekatan Konseptual (conceptual approach). 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 

1. Penerbitan Sertipikat HT-el yang dilakukan secara otomatis oleh Sistem 

Aplikasi Pelayanan HT-el tanpa melalui proses pemeriksaan berkas 

pendaftaran dan penginputan passphrase TTE oleh Pejabat yang berwenang 

yang didasarkan pada ketentuan Pasal 14 ayat (1) Permen ATR/KaBPN RI No. 

5 Tahun 2020 adalah tidak sah, karena bertentangan dengan ketentuan 

sebagaimana tertuang pada UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, 

UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 71 Tahun 2019, PP No. 94 Tahun 2021, 

Permen ATR/KaBPN No. 3 Tahun 2019, Permen Kominfo No. 11 Tahun 

2022, dan bahkan bertentangan pula dengan ketentuan pada Pasal 13 ayat (1) 

Permen ATR/KaBPN RI No. 5 Tahun 2020. 

2. Penerbitan Sertipikat HT-el yang dilakukan secara otomatis oleh Sistem 

Aplikasi Pelayanan HT-el tanpa melalui proses pemeriksaan berkas 

pendaftaran dan penginputan passphrase TTE oleh Pejabat yang berwenang 

yang didasarkan pada ketentuan Pasal 14 ayat (1) Permen ATR/KaBPN RI No. 

5 Tahun 2020 yang tanggungjawab secara administratifnya baik pelaksanaan 

dan hasil pelayanannya dibebankan kepada Pejabat yang berwenang 

sebagaimana ketentuan pada Pasal 14 ayat (2) juncto Pasal 20 ayat (1) Permen 

ATR/KaBPN RI No. 5 Tahun 2020 adalah tidak dibenarkan, melainkan 

Penyelenggaralah dalam hal ini Kementerian ATR/KaBPN RI yang dapat 

dimintai pertanggungjawaban dalam penerbitan Permen ATR/KaBPN RI No. 5 



Tahun 2020 khususnya ketentuan pada Pasal 14 ayat (1), hal ini sebagaimana 

ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 15 huruf e UU 

No. 25 Tahun 2009, dan Pasal 6 ayat (1) huruf I UU No. 12 Tahun 2011. 



PRADIPTA, MOCH. ALAN. 2024. “Akibat Hukum Atas Penerbiatan 

Sertipikat Hak Tanggungnan Elektronik (HT-el) Tanpa Melalui 

Proses Pemeriksaan Berkas Pendaftaran.” Program Magister 

Kenotariatan, Fakultas Hukum. Universitas Lambung Mangkurat. 

Pembimbing: Djoni Sumardi Gozali, 116 Halaman. 

 

ABSTRAK 

 

Kata Kunci:  Hak Tanggungan Elektronik (HT-el), Sertipikat HT-el, 

Pemeriksaan Berkas Pendaftaran HT-el, Penginputan Passphrase 

Tanda Tangan Elektronik (TTE) 

 

Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk menganalisis keabsahan Sertipikat Hak 

Tanggungan Elektronik (HT-el) tanpa melalui proses pemeriksaan berkas 

pendaftaran dan penginputan passphrase Tanda Tangan Elektronik (TTE) oleh 

Pejabat yang berwenang, serta menganalisis tanggungjawab hukum bagi Pejabat 

yang berwenang yang tidak melakukan proses pemeriksaan berkas pendaftaran 

dan penginputan passphrase Tanda Tangan Elektronik (TTE) terhadap Sertipikat 

Hak Tanggungan Elektronik (HT-el). Jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif analitis dengan menggunakan 

pendekatan Perundang-Undangan (statute approach) dan pendekatan Konseptual 

(conceptual approach). 

 

Hasil penelitian yang diperoleh, yaitu: Pertama, Penerbitan Sertipikat HT-el yang 

dilakukan secara otomatis oleh Sistem Aplikasi Pelayanan HT-el tanpa melalui 

proses pemeriksaan berkas pendaftaran dan penginputan passphrase TTE oleh 

Pejabat yang berwenang yang didasarkan pada ketentuan Pasal 14 ayat (1) Permen 

ATR/KaBPN RI No. 5 Tahun 2020 adalah tidak sah, karena bertentangan dengan 

ketentuan sebagaimana tertuang pada UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 

2009, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 71 Tahun 2019, PP No. 94 Tahun 2021, 

Permen ATR/KaBPN No. 3 Tahun 2019, Permen Kominfo No. 11 Tahun 2022, 

dan bahkan bertentangan pula dengan ketentuan pada Pasal 13 ayat (1) Permen 

ATR/KaBPN RI No. 5 Tahun 2020. Kedua, Penerbitan Sertipikat HT-el yang 

dilakukan secara otomatis oleh Sistem Aplikasi Pelayanan HT-el tanpa melalui 

proses pemeriksaan berkas pendaftaran dan penginputan passphrase TTE oleh 

Pejabat yang berwenang yang didasarkan pada ketentuan Pasal 14 ayat (1) Permen 

ATR/KaBPN RI No. 5 Tahun 2020 yang tanggungjawab secara administratifnya 

baik pelaksanaan dan hasil pelayanannya dibebankan kepada Pejabat yang 

berwenang sebagaimana ketentuan pada Pasal 14 ayat (2) juncto Pasal 20 ayat (1) 

Permen ATR/KaBPN RI No. 5 Tahun 2020 adalah tidak dibenarkan, melainkan 

Penyelenggaralah dalam hal ini Kementerian ATR/KaBPN RI yang dapat dimintai 

pertanggungjawaban dalam penerbitan Permen ATR/KaBPN RI No. 5 Tahun 

2020 khususnya ketentuan pada Pasal 14 ayat (1), hal ini sebagaimana ketentuan 

pada Pasal 7 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 15 huruf e UU No. 25 Tahun 

2009, dan Pasal 6 ayat (1) huruf I UU No. 12 Tahun 2011. 



PRADIPTA, MOCH. ALAN. 2024. “Legal Consequences of Issuing an 

Electronic Mortgage Certificate Without Going Through the 

Registration File Inspection Process.” Master of Notary Program, 

Faculty of Law. Lambung Mangkurat University. Supervisor: Djoni 

Sumardi Gozali, 116 pages. 

 

ABSTRACT 

 

Keywords: Electronic Mortgage Rights, Electronic Mortgage Certificates, 

Inspection of Electronic Mortgage Registration Files, Electronic 

Signature Passphrase Input 

 

The purpose of writing this thesis is to analyze the validity of the Electronic 

Mortgage Certificate without going through the process of checking the 

registration file and inputting the electronic signature passphrase by the authorized 

official, as well as analyzing the legal responsibility for the authorized official 

who does not carry out the process of checking the registration file and inputting 

the electronic signature passphrase against the Electronic Mortgage Rights 

Certificate. The type of research used is normative legal research that is 

prescriptive analytical in nature using a statutory approach and a conceptual 

approach. 

 

The research results obtained are: First, the issuance of an Electronic Mortgage 

Rights Certificate which is carried out automatically by the Electronic Mortgage 

Services Application System without going through the process of checking the 

registration file and inputting the electronic signature passphrase by an authorized 

official based on the provisions of Article 14 paragraph (1 ) Regulation of the 

Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/To the National Land Agency 

of the Republic of Indonesia Number 5 of 2020 is invalid, because it contradicts 

the provisions as stated in Law Number 11 of 2008, Law Number 25 of 2009, 

Law Number 30 of 2014, Government Regulation Number 71 of 2019, 

Government Regulation Number 94 of 2021, Regulation of the Minister of 

Agrarian Affairs and Spatial Planning/To the National Land Agency of the 

Republic of Indonesia Number 3 of 2019, Ministerial Regulation Communication 

and Information Number 11 of 2022, and even contradicts the provisions in 

Article 13 paragraph (1) of the Minister of Agrarian Regulation and Spatial 

Planning/To the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 5 of 

2020. Second, the issuance of an Electronic Mortgage Rights Certificate which is 

carried out automatically by the Electronic Mortgage Rights Service Application 

System without going through the process of checking the registration file and 

inputting the electronic signature passphrase by an authorized official based on the 

provisions of Article 14 paragraph (1) of the Regulation of the Minister of 

Agrarian Affairs and Spatial Planning/To the National Land Agency of the 

Republic of Indonesia Number 5 of 2020 whose administrative responsibility for 

the implementation and results of its services is borne by the authorized official as 

stipulated in Article 14 paragraph (2) juncto Article 20 paragraph (1) Regulation 



of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/To the National Land 

Agency of the Republic of Indonesia Number 5 of 2020 is not permitted, but 

rather the Organizer, in this case the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial 

Planning/To the National Land Agency of the Republic of Indonesia, can be held 

accountable for issuing the Regulation Minister of Agrarian Affairs and Spatial 

Planning/To the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 5 of 

2020, especially the provisions in Article 14 paragraph (1), this is in accordance 

with the provisions in Article 7 paragraph (2) Law Number 14 of 2008, Article 15 

letter e Law Number 25 of 2009, and Article 6 paragraph (1) letter I of Law 

Number 12 of 2011. 
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